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MOTTO 

 

 

“ We start life with many big dreams. Things we want to accomplish, create, 

build, and experience. 

Kita memulai hidup dengan banyak mimpi besar. Hal yang ingin kita capai, 

ciptakan, bangun, dan alami.”1 

(Bill Gates) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Wulan Mulya Pratiwi, dkk., 55 Tokoh Dunia (Prinsip, Pola Pikir, Kata Bijak dan Pesan Moral 55 
Tokoh Dunia yang bisa buatmu sukses, Scritto Books Publisher, Yogyakarta, 2019. hlm. 25 
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RINGKASAN 

 

Latar belakang dari Skripsi ini pada dasarnya ialah mengenai Peradilan Tata 

Usaha Negara didasarkan pada Peraturan Perundang undangan yang diundangkan 

pada tanggal 29 Desember 1986 dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 

5 Tahun 1986, yang kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 

untuk mengatur pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986. Undang 

Undang PeradilanTata Usaha Negara telah mengalami dua kali perubahan, yaitu 

dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang 

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan 

kemudian dirubah kembali dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara. Merujuk pada pasal 144 Undang Undang Nomor 5 

Tahun 1986, menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat atas 

tindakan yang dilakukan pemerintah dapat dilakukan melalui tiga badan yaitu a) 

Melalui Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan melalui upaya 

administratif, b) Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Undang Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo, Undang 

Undang Nomor 51 Tahun 2009,  c)  Melalui Peradilan Umum, yang tercantum di 

dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. 

Rumusan Masalah pada Skripsi ini yaitu a) Apakah yang menjadi alasan pihak 

penggugat mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 

745/XII/2016 tertanggal 8 Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Hormat 

Pegawai Negeri Sipil?, b) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus 

suatu perkara gugatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 19/G/2017/PTUN.MKS.? 

Tujuan Penulis menulis Skripsi tersebut adalah untuk mengkaji secara yuridis 

alasan alasan penggugat mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Bupati 

Soppeng Nomor 745/XII/2016, dan mengkaji secara yuridis pertimbangan hakim 
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Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus suatu perkara gugatan 

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  pada Putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara Makassar.   

Metode yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini ialah yuridis normatif. 

spesifikasi metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian deskriptif 

kualitatif dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan 

atau studi dokumen.  

Pembahasan, yaitu jawaban beserta uraian atas rumusan pokok masalah dalam 

skripsi ini yang dipaparkan ke dalam bentuk sub bab sesuai pokok masalah yang 

telah dirumuskan. Yakni, pertama pembahasan mengenai Alasan alasan 

penggugat mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Bupati Soppeng yaitu 

Penggugat merasa objek sengketa yang telah dikeluarkan tergugat bertentangan 

dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

sebagaimana yang telah termaktub di dalam pasal 87 ayat (4) huruf d, dan 

tindakan yang telah dilakukan tergugat dirasa bertentangan dengan Asas Asas 

Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang telah dimaksud di dalam pasal 

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014. Kedua  

pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan 

yaitu Merujuk pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan 

Negeri Makassar diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan tindak 

pidana korupsi berkaitan dengan kedudukan penggugat sebagai Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng, Menimbang 

bahwa keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) 

huruf b UU ASN dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah tepat secara 

hukum. Hakim pun Mengadili Dalam Eksepsi Menolak eksepsi yang diajukan 

Tergugat, dan Dalam Pokok Sengketa Menolak Gugatan Penggugat untuk 

seluruhnya, Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 

201.000, - 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejak dikeluarkannya Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Dunia peradilan tidak 

lagi dipengaruhi oleh Kekuasaan Presiden sebagaimana yang telah termaktub 

di dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 1964. Undang Undang yang 

mengatur tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman hingga 

saat ini diketahui telah mengalami dua kali perubahan. Pertama, Undang 

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 

Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 

Kedua, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman.1  Kekuasaan Kehakiman di Indonesia terbagi menjadi 

empat lingkungan peradilan yang dijelaskan di dalam Pasal 18 Undang 

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa 

Kekuasaan Kehakiman dibagi ke dalam empat lingkungan peradilan yang 

meliputi  Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan 

Tata Usaha Negara.  

Peradilan Tata Usaha Negara diundangkan pertama kali pada tanggal 29 

Desember 1986, dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tertanggal 14 Januari 1991 

diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 yang mengatur 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 secara efektif dan berlaku 

di seluruh Indonesia.  Lebih jauh, Undang Undang Nomor 5 Tahun  1986 

mengatur mengenai Badan peradilan yang ada di lingkungan Peradilan Tata 

Usaha Negara. Kemudian Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengalami 
                                                             

1 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2007, hlm. 16 
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 perubahan yaitu dengan diundangkan nya Undang Undang Nomor 9 Tahun 

2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009.2  

Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara ialah Lingkungan peradilan yang 

berada dibawah Mahkamah Agung yang bertugas untuk melaksanakan 

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata 

Usaha Negara. 3 Pasca amandemen Undang Undang Dasar 1945, Eksistensi 

PTUN tercantum di dalam pasal 24 Ayat (2) yang menyatakan bahwa 

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan 

peradilan tata usaha negara dan sebuah mahkamah konstitusi”.  

Dengan demikian, Peradilan Tata Usaha Negara merupakan kehendak 

konstitusi di dalam memberikan perlindungan hukum.4 Perlindungan hukum 

terhadap rakyat atas tindakan pemerintah dapat dilaksanakan oleh peradilan 

khusus yang secara khusus menangani permasalahan sengketa antara 

pemerintah dengan rakyat, Peradilan ini dinamakan Peradilan Administrasi.  

Menunjuk pada Pasal 144 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 

menegaskan bahwa  Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat 

disebut dengan Undang Undang Peradilan Administrasi. perlindungan hukum 

terhadap masyarakat atas tindakan yang dilakukan pemerintah dapat dilakukan 

melalui tiga badan : 

a. Melalui Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dengan melalui upaya 

administratif 

b. Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Undang Undang Nomor 5 

Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang 

Nomor 51 Tahun 2009 

                                                             
2 Ibid., hlm.22 
3 Siti Soetami, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Refika Aditama, Bandung, 1994, 
hlm. 1 - 2 
4 Zairin Harahap, op.cit., hlm.17 
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c. Melalui Peradilan Umum, yang tercantum di dalam Pasal 1365 Kitab 

Undang Undang Hukum Perdata. 5 

Kewenangan absolut pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha 

Negara ditegaskan di dalam Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 

yang menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pengertian 

Sengketa Tata Usaha Negara tercantum di dalam Pasal 1 angka 4 Undang 

Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 5 

Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009)  

Tiap tiap proses sengketa Tata Usaha Negara selalu dimulai dengan 

diajukannya surat gugatan oleh penggugat atau diwakilkan oleh kuasa 

hukumnya dalam daerah hukum pengadilan dimana tergugat berkedudukan. 

Dalam proses sengketa terdapat dua subjek sengketa yang bersengketa di 

bidang Hukum Administrasi Negara serta lazimnya disebut sebagai penggugat 

dan tergugat.6  

Para pihak yang bersengketa yang dalam hal ini disebut sebagai penggugat 

dan tergugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara sudah ditentukan secara 

limitatif atau terbatas dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004  jo. 

Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

Dalam melakukan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil, Badan atau 

Pejabat Administrasi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin maka harus 

dikeluarkannya keputusan (beschikking), Keputusan yang dirasa Pegawai 

Negeri Sipil merupakan dasar sengketa yang harus mendapatkan penanganan 

secara adil. Sengketa kepegawaian merupakan suatu perselisihan yang timbul 

sebagai akibat dikeluarkan dan ditetapkannya keputusan Tata Usaha Negara di 

bidang kepegawaian oleh Badan atau Pejabat yang berwenang mengenai 

kedudukan, hak, kewajiban, dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil. 

                                                             
5 Ibid, hlm. 19 -20 
6 Sunarto, Hukum Administrasi Negara, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2015. hlm.101 
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Sebagaimana yang telah termaktub di dalam Undang Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 3 menegaskan yang 

dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Warga negara Indonesia 

yang telah memenuhi syarat tertentu yang telah ditentukan di dalam peraturan 

perundang undangan , diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh 

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.7 

Banyaknya kasus putusan PTUN yang tidak dapat dieksekusi telah 

membuktikan adanya kesalahan dalam sistem peradilan administrasi dan telah 

menimbulkan suatu permasalahan baru. Pada kenyataannya, keberadaan 

PTUN belum dapat memberikan keadilan sepenuhnya bagi masyarakat dalam 

lingkup administratif pemerintahan dan merupakan halangan untuk 

mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa.  

Kemudian hal ini berdampak pada pemerintah kehilangan wibawanya di 

masyarakat. Pengadilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disingkat PTUN 

Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha 

Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menghasilkan Putusan 

Nomor : 19/G/2017/PTUN.MKS. tentang sengketa kepegawaian antara A. 

Muh. Iqbal R., S.T., M.Si. sebagai Pegawai Negeri Sipil Melawan Bupati 

Soppeng selaku Pejabat TUN dalam posisi tergugat, yang mana objek 

sengketa merupakan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 745/XII/2016 

tertanggal 8 Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat 

Pegawai Negeri Sipil atas nama A. Muh. Iqbal R., S.T.,M.Si. 

Berdasarkan Latar belakang diatas, Penulis memandang perlu untuk 

mengkaji permasalahan mengenai Putusan PTUN dalam suatu karya ilmiah 

berbentuk skripsi dengan judul “PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT 

PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS TINDAKAN KORUPSI (Studi Kasus 

Putusan PTUN Nomor 19/G/2017/PTUN.MKS.)” 

 
                                                             
7 Ahmad Zainudin, “Pengertian Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang Undang”, 
(http://pengertiankomplit.com, diakses 21 September 2018 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah yang menjadi alasan pihak penggugat  mengajukan gugatan atas 

Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 745/XII/2016 tertanggal 8 

Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai 

Negeri Sipil? 

2. Apakah dasar pertimbangan  hakim dalam memutus suatu perkara gugatan 

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara Nomor : 19/G/2017/PTUN.MKS.? 

  

1.3 Tujuan Penulisan  

1. Mengkaji secara yuridis alasan alasan penggugat mengajukan gugatan atas 

Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 745/XII/2016 tertanggal 8 

Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai 

Negeri Sipil 

2. Mengkaji secara yuridis Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha 

Negara dalam memutus suatu perkara gugatan pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 

19/G/2017/PTUN.MKS. 

1.4 Metode Penelitian 

  Metode Penelitian merupakan faktor utama dalam penulisam karya ilmiah. 

Menggunakan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan sarana 

utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni. Oleh 

karena itu, Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, 

metodologis, dan konsisten. Melalui Proses penelitian, diadakan analisis dan 

konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu metode 

penelitian yang digunakan harus sesuai dan berdasarkan ilmu pengetahuan 

yang menjadi sumber acuan.8 

                                                             
8 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.17 
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Agar terciptanya suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk 

menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan 

perkembangan yang ada, maka karya tulis ini menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut 

1.4.1. Tipe Penelitian 

Peneilitian Hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip hukum, maupun doktrin gina menjawab isu hukum yang 

dihadapi. Penelitian Hukum dibutuhkan kemampuan untuk 

mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penawaran hukum, 

menganalisis masalah, dan memberikan pemecahan masalah. 

Tipe penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini ialah 

penelitian hukum normatif atau yang lebih sering dikenal dengan istilah 

“Penelitian hukum yuridis normatif”.  Dalam penelitian yuridis 

normatif ini, akan membahas mengenai permasalahan dan diuraikan 

pada penelitian difokuskan pada penerapan kaidah kaidah atau norma 

norma di dalam hukum positif serta mengkaji mengenai doktrin doktrin 

atau asas asas dalam ilmu hukum yang telah diatur sebagaimana yang 

telah termaktub di dalam Pasal 5 dan 6 Undang Undang Nomor 12 

Tahun 2011. 9 

1.4.2. Pendekatan Masalah 

 Penulisan Skripsi ini terdapat beberapa pendekatan. Melalui pendekatan 

tersebut, penulis akan mendapat informasi dan berbagai aspek 

mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan 

pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ialah 

pendekatan undang undang (statute approach), pendekatan konseptual 

(conseptual approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan 

                                                             
9 Ibid., hlm. 24 
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historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative 

approach),  pendekatan asas asas hukum(Legal Principle)  

Namun, pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini 

ialah : 

a. Pendekatan Undang Undang (Statute Approach) 

Di dalam Penelitian Normatif tentu menggunakan Penelitian 

Undang Undang karena dalam penelitian undang undang menelaah 

semua undang undang atau regulasi yang berkaitan dengan isu 

hukum yang sedang ditangani.  

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

Pendekatan Konseptual yaitu Pendekatan yang bersumber dari 

pandangan pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di 

ilmu hukum. 

1.4.3. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum merupakan alat di dalam penulisan karya ilmiah yang 

bertujuan untuk memecahkan permasalahan ataupun isu hukum yang 

ada dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya maka 

dari itu diperlukan adanya sumber sumber penelitian. Sumber sumber 

penelitian dibedakan menjadi tiga, yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan 

Hukum Sekunder, dan Bahan Non Hukum.10 

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer merupakan bahan bahan hukum yang 

mengikat dan bersifat autoritatif yaitu yang bersifat otoritas. 

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang 

undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum 

primer yang digunakan penulis ialah :  

                                                             
10 Ibid., hlm. 181 
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a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

b. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Undang 

Undang Peradilan Tata Usaha Negara 

c. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

d. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

e. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

f. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara 

g. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok 

Pokok Kekuasaan Kehakiman 

h. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara 

i. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara 

j. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan 

k. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder yang utama ialah buku buku hukum 

termasuk skripsi, tesis, dan berbagai jurnal jurnal hukum. 

Disamping itu kamus kamus, dan komentar komentar putusan 
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pengadilan. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan 

bahan hukum sekunder berupa buku buku teks hukum dan jurnal 

jurnal yang relevan dengan isu hukum yang ada.   

1.4.3.3. Bahan Non Hukum 

Bahan Bahan Non Hukum dapat digunakan apabila dipandang 

perlu oleh seorang peneliti hukum. Bahan Bahan Non Hukum 

tersebut terdiri dari buku, jurnal ataupun laporan hasil penelitian 

mengenai Ilmu Ekonomi, Politik, dan Berbagai Disiplin Ilmu 

lainnya.  

 

1.4.4. Analisis Bahan Hukum 

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini ialah menggunakan metode deduktif yaitu berpedoman pada prinsip 

dasar kemudian menghadirkan objek yang akan diteliti.  

Dalam penelitian hukum dilakukan langkah langkah : 

a. Mengidentifikasi Fakta Hukum dan mengeliminasi hal hal yang 

tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan 

b. Pengumpulan bahan bahan hukum yang sekiranya dipandang 

mempunyai relevansi dengan bahan bahan non hukum 

c. Melakukan penelaahan atas isu hukum berdasarkan bahan bahan 

yang telah dikumpulkan 

d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi  

e. Memberikan Preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah ada di 

dalam kesimpulan.11  

 

                                                             
11 Ibid., hlm. 213 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Peradilan Tata Usaha Negara 

2.1.1 Pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 

Peradilan di Indonesia terbagi menjadi empat lingkungan peradilan 

yang telah diatur secara tegas di dalam Pasal 18 Undang Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut 

menyatakan bahwa Peradilan di Indonesia terdiri dari Peradilan Umum, 

Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara 

yang masing masing mempunyai badan peradilan di tingkat pertama 

dan tingkat banding.  

Undang Undang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menganut 

sistem yang dinamakan dual system of court, yang berarti disamping 

peradilan umum juga terdapat peradilan administrasi yang berdiri 

sendiri. Peradilan Administrasi diperlukan adanya penegasan mengenai 

sengketa atau perkara administrasi bidang kompetensi peradilan yang 

bersangkutan. Penegakan Hukum Administrasi membutuhkan hukum 

formil yang di dalamnya memuat ketentuan ketentuan tata cara 

menciptakan Hukum Administrasi Negara di dalam kehidupan sehari 

hari.12 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ialah Hukum yang 

berisi ketentuan mengenai tata cara menegakkan hukum di dalam 

lingkungan peradilan Tata Usaha Negara 

 

                                                             
12 R. Soegijatno Tjakranegara, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2008,  hlm. 22 
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Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dibedakan menjadi 

dua, yaitu : 

a. Hukum Acara Materiil, meliputi : 

1.Kompetensi Absolut dan Relatif 

2.Hak gugat 

3.Tenggang waktu menggugat 

4.Alasan menggugat 

5.Alat bukti 

b. Hukum Acara Formil, meliputi : 

1.Acara biasa 

2.Acara cepat 

3.Acara singkat 

Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pengadilan Tata Usaha 

Negara sebagai Pengadilan pada tingkat pertama, dan Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding.13 

Pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ialah rangkaian 

peraturan peraturan yang di dalamnya memuat tentang bagaimana 

seseorang harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan jalannya 

peraturan Hukum Tata Usaha Negara serta mengatur hak dan kewajiban 

pihak terkait dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.14 

Sjachran Basah cenderung menggunakan Istilah Hukum Acara 

Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA) 

sebagai nama lain dari Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 

karena menurutnya makna yang terkandung di dalam HAPLA tersebut 

lebih luas dibandingkan dengan makna Hukum Acara PTUN tersebut.  

 

                                                             
13 Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2013, hlm.14 
14 Ibid, hlm.2 
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Secara teoritis, Pengaturan Hukum Formal terbagi menjadi dua, 

yaitu : 

a. Ketentuan mengenai prosedur berperkara diatur secara bersama sama 

dengan hukum materiilnya, atau dengan menggunakan susunan, 

kompetensi dari badan yang melakukan peradilan dalam bentuk 

Undang Undang 

b. Ketentuan prosedur berperkara diatur secara tersendiri di dalam 

bentuk peraturan perundang undangan (contoh : Undang Undang dan 

Peraturan lainnya).15 

Seperti halnya dalam Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan 

Tata Usaha Negara pun dikenal dengan adanya Penggugat dan 

Tergugat. Tergugat dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 

diatur di dalam Pasal 1 Ayat (12) Undang Undang Peradilan Tata Usaha 

Negara yang menyatakan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 

mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau 

yang diliimpahkan kepadanya yang digugat oleh seseorang atau badan 

hukum perdata.” Sedangkan Penggugat diatur di dalam pasal 53 

Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan 

bahwa “Penggugat ialah seseorang atau badan hukum perdata yang 

merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara 

dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang 

berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan 

dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti 

rugi atau rehabilitasi.” 

 

 

                                                             
15 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Raja Grafindo Persada, 
2014, hlm.22 
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Ketentuan hukum menjadi dasar dikeluarkannya keputusan yang 

disengketakan yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara telah diberi wewenang oleh pemerintah. Dasar wewenang 

tersebut bersifat atributif diberikan oleh suatu peraturan perundang 

undangan. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 

memperoleh wewenang atributif mengeluarkan keputusan Tata Usaha 

Negara yang disengketakan maka yang digugat ialah Badan atau 

Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam Peraturan dasarnya disebutkan 

telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif.16  

Pengecualian ketentuan tertulis dalam Hukum Acara Peradilan Tata 

Usaha Negara diatur di dalam  Pasal 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

a. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan 

keputusan sedangkan itu menjadi kewajibannya maka disamakan 

dengan keputusan Tata Usaha Negara 

b. Jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan 

keputusan yang telah dimohonkan sedangkan jangka waktu yang 

telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan telah 

melewati batas waktu tersebut maka Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara dianggap menolak mengeluarkan keputusan tersebut 

c. Dalam hal peraturan perundang undangan yang bersangkutan tidak 

menentukan jangka waktu yang dimaksud dalam Ayat (2), Maka 

setelah melewati waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan maka 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap 

telah mengeluarkan keputusan penolakan.17 

      

 
                                                             

16 Siti Soetami, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT Refika Aditama, Bandung, 
1994, hlm. 4 
17 Ibid, hlm. 7 
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2.1.2 Kewenangan/Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kompetensi 

merupakan kewenangan untuk menentukan atau memutus sesuatu. 

Kompetensi dari suatu pengadilan berwenang untuk memeriksa, 

mengadili dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan 

tingkatan pengadilan berdasar peraturan perundang undangan yang 

berlaku.  

Kedudukan jenis dan tingkatan dari pengadilan tersebut terbagi 

menjadi: 

a. Pengadilan tingkat pertama berkedudukan di kabupaten/kota  

b. Pengadilan tinggi (banding) berkedudukan di provinsi 

c. Mahkamah Agung (kasasi) berkedudukan di ibukota negara sebagai 

puncak dari semua lingkungan pengadilan18  

Sama halnya dengan lembaga peradilan yang lain, PTUN dalam hal 

ini memiliki kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Mengenai 

kompetensi absolut ditentukan di dalam Pasal 47 Undang Undang 

Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan ; “ Pengadilan bertugas 

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata 

usaha negara.” 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2007, hlm. 27 
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Sedangkan kompetensi relatif  PTUN dalam memeriksa dan 

mengadili sengketa Tata Usaha Negara, dasar hukumnya tertuang 

dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 54 Undang Undang Peradilan Tata 

Usaha Negara. Pasal 6 ayat (1) menentukan ; “ Pengadilan Tata Usaha 

Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah 

hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.”  Ayat (2) menentukan ; 

“ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota 

Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.” Sedangkan 

Pasal 54 Selengkapnya :  ayat (1) menentukan : “ Gugatan sengketa tata 

usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah 

hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”. ayat (2) menentukan  : 

“ Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum  pengadilan, 

gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 

tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” 

ayat  (3) menentukan ;  “ Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak 

berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, 

maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya 

meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan 

kepada pengadilan yang bersangkutan.” ayat (4) menentukan ; “ Dalam 

hal – hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara yang 

bersangkutan diatur dengan peraturan pemerintah, gugatan dapat 

diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya 

meliputi tempat kediaman penggugat.”  ayat (5) menentukan ; “ Apabila 

penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, 

gugatan diajukan kepada pengadilan di Jakarta.” ayat (6) menentukan ; 

“ Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar 

negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan tempat kedudukan 

tergugat.” 
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Pengadilan menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara apabila bukan menjadi kompetensi baik secara 

absolut maupun relatif. Kesalahan mengajukan gugatan akan merugikan  

penggugat baik dari segi waktu ataupun biaya dan yang terpenting ialah 

gugatan mengakibatkan daluwarsa. Sebagaimana yang telah diketahui, 

tenggang waktu gugatan diatur di dalam Pasal 55 Undang Undang 

Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal tersebut menyatakan bahwa “ 

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung 

sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata 

Usaha Negara.”19 

Berkaitan dengan Kompetensi PTUN, Pasal 77 menyatakan bahwa: 

a. Eksepsi kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu 

selama pemeriksaan meski tidak ada eksepsi tentang kewenangan 

absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu karena 

jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang 

mengadili sengketa yang bersangkutan 

b. Eksepsi kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum 

disampaikannya jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut 

diputus sebelum pokok sengketa diperiksa 

c. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya 

dapat diputus bersama sama dengan pokok sengketa.  

Dengan demikian, eksepsi kompetensi relatif dari PTUN harus 

disampaikan oleh tergugat sebelum memberikan jawaban atas pokok 

sengketa apabila eksepsi disampaikan setelah memberi jawaban atas 

pokok sengketa maka eksepsi tidak dapat diterima.20 

 

 
                                                             

19 Ibid., hlm. 31 
20 Ibid., hlm. 32 
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2.2  Aparatur Sipil Negara 

2.2.1. Pengertian Aparatur Sipil Negara 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara, dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa 

Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat ASN merupakan Profesi 

bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah. Sebagaimana yang 

termaktub di dalam Pasal 1 angka (2), Pegawai ASN ialah Pegawai 

Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas 

negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.  

a. Pegawai Negeri Sipil merupakan Warga Negara Indonesia yang 

telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan.  

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan 

Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, 

yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.  

Peran Pegawai ASN ialah sebagai perencana, pelaksana, dan 

pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan 

publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari 

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.  

2.2.2  Alasan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara 

Pemberhentian Pegawai ASN termasuk dalam Manajemen ASN. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen ASN, dijelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan 
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ASN yang berdasarkan sistem Merit, maka diperlukan Manajemen 

ASN. Sistem Merit merupakan Kebijakan dan Manajemen ASN yang 

berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan 

wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras , warma kulit, 

agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi 

kecacatan. Pengaturan Manajemen PNS bertujuan untuk 

menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika 

profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, 

kolusi, dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan 

publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunaan tertentu.  

Penyelenggara Manajemen PNS dilaksanakan oleh Presiden selaku 

pemegang kekuasaan tinggi pembinaan ASN yang dapat 

mendelegasikan sebagian kekuasaan kepada Pejabat Pembina 

Kepegawaian. Dalam penyelenggaraannya, Presiden berhak untuk 

menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS serta 

Pembinaan Manajemen PNS di Instansi Pemerintah berdasarkan 

Peraturan Perundang undangan yang berlaku.  Pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil merupakan Pemberhentian yang mengakibatkan 

seseorang tersebut kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

Jenis Jenis Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 

a. Pemberhentian dengan hormat. Yang dimaksud Pemberhentian 

dengan hormat Pegawai Negeri Sipil ialah Saat Pegawai Negeri 

Sipil tersebut diberhentikan tetapi masih menerima hak hak 

kepegawaiannya yang didasarkan pada peraturan perundang 

undangan yang berlaku antara lain hak pensiun.  

b. Pemberhentian tidak dengan hormat. Yang dimaksud 

Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil ialah 

disaat Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dan 

kehilangan hak hak kepegawaiannya antara lain hak pensiun.  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


19 
 

 
 

Beberapa alasan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat, 

diantaranya: 

a. Meninggal Dunia 

b. Atas permintaan sendiri 

c. Telah mencapai batas usia pensiun 

d. Ada penyederhanaan organisasi  

e. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani sehingga 

tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Pegawai 

Negeri Sipil 

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak 

diberhentikan karena hukuman penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena telah 

melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling 

singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. 

Pegawai Negeri Sipil juga dapat diberhentikan dengan hormat atas 

permintaannya sendiri karena melakukan disiplin Pegawai Negeri 

Sipil tingkat berat.  

Alasan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat,yaitu: 

a. Melakukan pelanggaran terhadap Pancasila dan Undang Undang 

Dasar 1945  

b. Dihukum dengan hukuman penjara atau kurungan berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 

karena telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan 

atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan 

atau pidana umum 

c. Menjadi anggota atau pengurus partai politik 

d. Dihukum dengan pidana penjara yang telah memiliki kekuatan 

hukum tetap dan dihukum dengan pidana penjara paling singkat 

dua tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana 
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Pegawai Negeri Sipil juga dapat diberhentikan dengan sementara 

apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut diangkat menjadi pejabat 

Negara, komisioner, anggota lembaga non struktural, serta ditahan 

karena terbukti melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai 

tersangka. Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil 

karena hukuman penjara atau kurungan berdasarkan peraturan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 

terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau melakukan 

tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan telah diatur 

di dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok 

Pokok Kepegawaian.  

Sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 23 ayat (5) Undang – 

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian 

yang menegaskan bahwa : “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak 

dengan hormat karena dihukum dengan hukuman penjara atau 

kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap dan terbukti telah melakukan tindak pidana 

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan 

dengan jabatan.”  Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang Undang Nomor 43 

Tahun 1999 telah diperkuat dengan Pasal 9 huruf (a) Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil. Pasal tersebut menegaskan bahwa, “Pegawai Negeri 

Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil 

apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan 

telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak 

pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan.”21 

 

                                                             
21 Kartika Hanazafira, Skripsi : “Ratio Decidendi Hakim dalam memutus Sengketa Tata Usaha 
Negara (Putusan PTUN No. 03/G/2011/PTUN.Smg.)”  (Purwokerto : UNSOED, 2015), 44 
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2.3.  Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

2.3.1. Pengertian Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

Awal mula lahirnya Asas asas umum pemerintahan yang baik 

(AUPB) bertujuan   untuk mencari sarana pengawasan dari segi 

hukum yang dilakukan oleh pengadilan pengadilan yang bebas 

terhadap perbuatan pemerintah yang sifatnya lebih luas daripada 

sekedar pengujian perbuatan pemerintah tersebut kepada ketentuan 

undang undang. Asas asas umum pemerintahan yang baik 

merupakan asas asas hukum yang tidak tertulis yang harus 

diperhatikan Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam melakukan 

tindakan hukum yang akan dinilai oleh Hakim Tata Usaha Negara  

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa hukum Indonesia 

mengenal AUPB karena pengaruh Belanda. Di Belanda, AUPB lebih 

dikenal dengan Istilah ABVBB (algemene beginselen van behoorlijk  

bestuur). Menutut F.H. van der burg dan G.J.M Cartigny, Asas 

Umum Pemerintahan Yang Baik atau dalam istilah belanda lebih 

dikenal dengan algemene beginselen van behoorlijk merupakan asas 

– asas hukum yang tidak tertulis yang harus diperhatikan oleh badan 

atau pejabat pemerintahan dalam melakukan tindakan hukum yang 

kemudian akan dinilai oleh hakim Tata Usaha Negara. 

 ABVBB memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a. Ongeschreven (tidak tertulis) 

b. Rechtsbeginsen (asas hukum) berkaitan dengan 

rechtmatigheidsnormen sehingga pelanggaran terhadapnya 

merupakan onrechtmatig 

c. Algemene beginselen memuat karakter asas (beginsel) dan 

bersifat umum.22 

                                                             
22 A’an Efendi – Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 155 
-156 
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Dalam perkembangannya, AUPB memiliki Peran penting, yaitu : 

a. Bagi Administrasi Negara, berperan sebagai pedoman dalam 

melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan 

ketentuan perundang undangan yang samar atau tidak jelas 

b. Bagi warga masyarakat sebagai pencari keadilan Asas Asas 

Umum Pemerintahan Yang Baik digunakan sebagai dasar gugatan 

sebagaimana yang telah termaktub di dalam pasal 53 Undang 

Undang Nomor 5 Tahun 1986 

c. Bagi Hakim Tata Usaha Negara digunakan sebagai alat menguji 

atau membatalkan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Badan 

atau Pejabat Tata Usaha Negara 

d. Kecuali itu, AUPB dapat berperan bagi badan legislatif yaitu 

merancang Undang Undang.23 

    2.3.2  Macam Macam Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

Berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 

terdapat beberapa asas umum penyelenggaraan negara yaitu : 

a. Asas Kepastian Hukum, merupakan asas dalam negara hukum 

yang menggunakan peraturan perundang undangan, kepatutan 

dan keadilan sebagai landasan utama dalam kebijakan 

penyelenggaran negara.  

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara, merupakan Asas yang 

menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan 

dalam pengendalian penyelenggara negara 

 

                                                                                                                                                                       
 

23 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 239  
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c. Asas Kepentingan Umum, merupakan asas yang 

mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, 

akomodatif dan selektif 

d. Asas Keterbukaan, merupakan asas yang membuka diri 

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang 

benar, jujur, tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan 

negara dengan tetap mengutamakan perlindungan atas hak 

asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara 

e. Asas Proporsionalitas, merupakan asas yang mengutamakan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara 

f. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian 

berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang 

undangan yang berlaku 

g. Asas Akuntabilitas, merupakan asas yang menentukan bahwa 

setiap kegiatan atau hasil akhir kegiatan penyelenggara negara 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi 

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 

yang berlaku.24 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Ibid, hlm.241 
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Macam-Macam Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan konsep 

terbuka dan lahir dari proses sejarah, oleh karenanya terdapat 

beberapa rumusan yang beragam. Asas Umum Pemerintahan Yang 

Baik menurut Koentjoro Purbopranoto dan SF. Marbun, macam-

macam AUPB meliputi ; 

a. Asas Kepastian Hukum, merupakan asas dalam negara hukum 

yang menggunakan peraturan perundang undangan, kepatutan 

dan keadilan sebagai landasan utama dalam kebijakan 

penyelenggaran negara.  

b. Asas Keseimbangan, merupakan asas yang menghendaki 

adanya keseimbangan antara hukuman, jabatan, dan kelalaian 

atau kealpaan seorang pegawai.  

c. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan, merupakan asas 

yang menghendaki agar badan pemerintahan mengambil 

tindakan  yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus 

kasus yang faktanya sama. 

d. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan, merupakan asas 

yang menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak 

cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan 

tugas tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan 

kerugian bagi warga negara. Apabila berkaitan dengan 

tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, maka 

pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti 

semua faktor dari keadaan yang berkaitan dengan materi 

keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan alasan 

yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, juga harus 

mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan 

Tata Usaha Negara.  
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e. Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan, merupakan asas yang 

menghendaki agar keputusan badan badan pemerintahan harus 

mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar 

dalam menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan 

atau motivasi itu tercantum dalam keputusan. 

f. Asas tidak mencampuradukkan kewenangan, merupakan asas 

yang menghendaki Pejabat Tata Usaha Negara agar tidak 

menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang 

telah ditentukan  di dalam peraturan yang berlaku atau 

menggunakan wewenang yang melampaui batas.  

g. Asas Permainan Yang Layak, merupakan asas yang 

menitikberatkan pada kejujuran dan keterbukaan dalam proses 

penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Asas ini 

menghendaki agar warga negara diberikan kesempatan yang 

luas untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberikan  

kesempatan untuk membela diri dengan memberikan 

argumentasi argumentasi sebelum dijatuhkan putusan 

administrasi.  

h. Asas Keadilan dan Kewajaran, terbagi menjadi dua yaitu asas 

keadilan dan asas kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan 

secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak 

setiap orang. Asas Kewajaran menitikberatkan pada aktivitas 

pemerintah atau administrasi memperhatikan nilai nilai yang 

berlaku di tengah masyarakat baik berkaitan dengan agama, 

moral, adat istiadat atau hal hal lainnya 

i. Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan Yang Wajar, 

merupakan asas yang menghendaki agar tindakan tindakan 

yang dilakukan menimbulkan harapan bagi warga negara. 

j. Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal, 

merupakan asas yang berkaitan dengan pemecatan pegawai 

dari pekerjaannya dengan suatu surat keputusan (Beschikking) 
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k. Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi, 

merupakan asas yang menghendaki agar pemerintah 

melindungi hak atas kehidupan pribadi pegawai negeri dan hak 

kehidupan pribadi warga negara sebagai konsekuensi negara 

hukum yang demokratis yang menjunjung tinggi dan 

melindungi hak asasi warga negara 

l. Asas Kebijaksanaan, merupakan asas yang menghendaki agar 

pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan diberikan 

kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijakan tanpa 

terpaku pada peraturan perundang undangan formal. 

m. Asas Penyelenggara Kepentingan Umum, merupakan asas 

yang menghendaki pemerintah agar pemerintah dalam 

melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan 

umum.25  

 

2.4    Tindak Pidana Korupsi 

2.4.1. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi 

Menurut Dieter Frish, mantan Direktur Jendral Pembangunan 

Eropa, korupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk 

sebuah barang dan jasa, memperbesar utang suatu Negara, dan 

menurunkan standar kualitas suatu barang serta merupakan tindakan 

pelanggaran hak asasi manusia. Pada umumnya, proyek 

pembangunan dipilih dikarenakan alasan keterlibatan modal bukan 

terletak pada urgensi kepentingan publik. Korupsi merupakan gejala 

seseorang yang dalam hal ini ialah pejabat atau badan badan negara 

menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan dan 

pemalsuan. Pengertian Korupsi berdasarkan Undang Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

                                                             
25 Ibid., hlm. 245 - 263 
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Korupsi merupakan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan 

setiap orang dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau 

orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian Negara.26 

Seseorang dapat dikatakan berhasil apabila yang bersangkutan 

memiliki kekayaan yang terlihat di dalam kehidupan sehari hari. 

Persepsi kekayaan sebagai tolok ukur keberhasilan seseorang 

menyebabkan seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa 

memperhitungkan kekayaan yang diperoleh.  

Penyebab seseorang melakukan korupsi didasarkan pada enam (6) 

hal diantaranya: 

a. Lemahnya pendidikan agama, moral dan etika 

b. Tidak adanya sanksi yang dapat memberatkan pelaku korupsi 

c. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan 

d. Faktor ekonomi 

e. Manajemen yang kurang baik serta tidak adanya pengawasan 

yang efektif dan efisien  

f. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai nilai kehidupan 

yang berkembang dalam masyarakat 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Maidin Gultom, Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, PT Refika 
Aditama, Bandung, 2018, hlm. 1 
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Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi ialah Perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau badan 

yang secara langsung dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa 

perbuatan tersebut merugikan keuangan negara.27  

2.4.2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi 

Tindak Pidana Korupsi diatur di dalam Undang Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Ancaman Pidana mengenai Tindak Pidana Korupsi  terletak di Pasal 

2 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait kerugian negara  

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 

dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda 

paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan paling 

banyak 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) 

2. Dalam hal  tindak  pidana korupsi  sebagaimana  yang  dimaksud  

dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, Pidana mati 

dapat dijatuhkan.   

 

 

                                                             
27 Siti Maryam, “ Pengertian Tindak Pidana Korupsi”, (http://sitimaryamnia.blogspot.com, 
diakses pada 26 September 2018 Pukul 16.00 WIB 
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Tindak Pidana Korupsi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, 

salah satu contohnya ialah Tindak Pidana Korupsi dalam hal 

penyalahgunaan jabatan. Dalam hal ini penyalahgunaan jabatan 

adalah seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang 

dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, 

menghilangkan barang bukti atau membiarkan seseorang 

menghancurkan barang bukti bertujuan untuk menguntungkan diri 

sendiri dengan jalan merugikan negara sebagaimana yang telah 

termaktub di Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa, “ Setiap 

orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

korporasi dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan 

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang 

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat 

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling 

sedikit lima puluh juta rupiah (Rp. 50.000.000) dan paling banyak 

dikenakan denda satu miliyar rupiah (Rp. 1.000.000.000)”28 

Tindak Pidana Korupsi dalam hal penyalahgunaan jabatan pada 

umumnya terkait dengan tindak pidana korupsi dalam hal 

pengadaan. Yang dimaksud Pengadaan ialah suatu kegiatan 

bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan 

instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk 

pengadaan barang atau jasa dipilih melalui proses seleksi yang 

dinamakan dengan tender.  

 

                                                             
28 Ibid, Hlm . 157 
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Pada dasarnya proses tender berjalan dengan bersih dan jujur. 

Instansi atau kontraktor yang rapornya baik serta penawaran biaya 

paling kompetitif maka instansi atau kontraktor tersebutlah yang 

ditunjuk dan menjaga. Para pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut 

sebagai peserta. Jika instansi yang bertindak sebagai penyeleksi turut 

serta menjadi peserta tender maka hal tersebut dapat dikategorikan 

sebagai Korupsi. 

 

2.5  Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  

Putusan merupakan pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang 

diberi   wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan bertujuan untuk 

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. 

Putusan yang diucapkan di persidangan tidak boleh berbeda dengan yang 

tertulis. Selanjutnya dijelaskan di dalam Literatur Belanda dikenal istilah 

vonnis dan gewijsde. yang dimaksud dengan vonnis adalah putusan yang 

belum memperoleh kekuatan hukum pasti, sehingga masih tersedia upaya 

hukum biasa, sedangkan gewijsde adalah Putusan yang sudah mempunyai 

kekuatan hukum pasti, sehingga hanya tersedia upaya hukum khusus/ Dalam 

kaitannya dengan  Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Putusan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila : 

a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dapat dimintakan upaya 

banding 

b. Putusan pengadilan tinggi yang tidak dimintakan kasasi  

c. Putusan mahkamah agung dalam tingkat kasasi29  

 

 

                                                             
29 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2014, hlm. 162 - 163 
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Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada 

dasarnya ialah putusan pengadilan yang sudah tidak  memiliki upaya hukum 

(banding dan kasasi). Namun, upaya hukum banding dan kasasi merupakan 

upaya hukum biasa disamping itu terdapat upaya hukum istimewa atau upaya 

hukum luar biasa. Dengan begitu, putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap masih dapat dilawan dengan upaya hukum istimewa.30  

Yang dapat dikatakan sebagai Putusan bukan hanya yang diucapkan di 

persidangan saja melainkan Putusan ialah Pernyataan yang dituangkan dalam 

bentuk tertulis yang diucapkan hakim di muka persidangan. Konsep putusan 

yang tak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucap di 

persidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis. 

Putusan dapat dijatuhkan setelah Majelis Hakim melakukan musyawarah 

yang dilakukan dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan putusan. 

Hakim Ketua Majelis memimpin sebuah musyawarah tersebut untuk 

mendapatkan kata mufakat. Bila belum tercapai sebuah kemufakatan, 

Musyawarah akan ditunda hingga musyawarah berikutnya. Apabila hal 

tersebut gagal, Putusan akan diambil dengan suara terbanyak dan jika belum 

tercapai maka keputusan final ditentukan oleh Hakim Ketua Majelis 

Ditinjau dari segi sifat, Amar atau diktum putusan dibedakan menjadi dua 

macam : 

a. Putusan Condemnatoir, yaitu yang amarnya berbunyi : Menghukum dan 

seterusnya.... 

b. Putusan Konstitutif, Yaitu yang amarnya menimbulkan suatu keadaan 

hukum baru atau meniadakan keadaan hukum.31  

                                                             
30 Ibid, hlm. 163 
31 Siti Soetami, op.cit., hlm. 49 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


32 
 

 
 

Putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai daya kerja 

seperti keputusan hukum publik yang bersifat umum, berlaku terhadap siapa 

saja (Prinsip erga omnes). Pasal 97 ayat (7) Undang Undang PTUN dapat 

diketahui bahwa Putusan PTUN berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, 

gugatan tidak diterima, atau gugatan gugur. 

a. Gugatan Ditolak 

Apabila isi putusan PTUN berupa penolakan terhadap gugatan yang 

diajukan penggugat berarti memperkuat KTUN yang dikeluarkan oleh 

badan atau pejabat TUN. Umumnya, gugatan ditolak oleh majelis hakim 

dikarenakan alat alat bukti yang diajukan penggugat tidak mendukung 

gugatan atau alat bukti yang diajukan tergugat lebih kuat.   

b. Gugatan Dikabulkan 

Mengabulkan suatu gugatan berarti pengabulan seluruh atau  menolak 

sebagian lainnya. Isi Putusan yang mengabulkan gugatan penggugat 

berarti tidak membenarkan KTUN yang telah dikeluarkan oleh tergugat 

atau tidak membenarkan sikap tidak berbuat apa apa yang telah dilakukan 

oleh tergugat, sedangkan hal itu merupakan kewajibannya. Dalam hal 

gugatan dikabulkan, maka dalam putusan tersebut ditetapkan 

kewajibannya maka yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat TUN 

adalah : 

1. Pencabutan KTUN 

2. Pencabutan KTUN serta menerbitkan Keputusan yang baru  

3. Penerbitan keputusan yang tidak ada sebelumnya.  

Penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 yang 

menentukan ayat (1), menyatakan Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan itu menjadi 

kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha 

Negara. ayat (2), menyatakan Jika Badan atau Pejabat TUN tidak 

mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu yang 

telah ditentukan data peraturan perundang undangan telah lewat, maka 
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badan atau pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan 

keputusan yang dimaksud. ayat (3), menyatakan Dalam hal peraturan 

perundang undangan yang bersangkutan sebagaimana yang termaktub 

dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak 

diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan 

dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.  

Disamping kewajiban yang disebut diatas, dalam putusan dapat pula 

menetapkan kewajiban bagi pihak tergugat untuk membayar ganti 

kerugiian (untuk sengketa yang bukan sengketa kepegawaian), kompensasi 

dan rehabilitasi untuk sengketa kepegawaian.  

c. Gugatan Tidak Diterima 

Putusan PTUN berisi tidak menerima gugatan pihak penggugat, berarti 

gugatan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan 

tersebut telah ditentukan dalam pemeriksaan persiapan. Dalam 

prosedurnya, Ketua PTUN menyatakan gugatan tidak dapat diterima 

dikarenakan alasan gugatan yang diajukan penggugat tidak memenuhi 

persyaratan.  

d. Gugatan Gugur 

Putusan PTUN menyatakan gugatan gugur apabila para pihak atau kuasa 

hukum tidak dapat hadir di dalam persidangan dan mereka telah dipanggil 

secara patut, atau perbaikan gugatan yang diajukan penggugat telah 

melewati tenggang waktu yang ditentukan. Dalam Undang Undang 

Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur hal mengenai penggugat 

meninggal dunia. Dalam perkara administrasi, menurut Sjachran Basah, 

Gugatan tidak dapat dinyatakan gugur dengan sendirinya, tetapi pihak ahli 

waris penggugat akan dipanggil di persidangan untuk ditanya, apakah 

gugatan akan diteruskan atau dicabut.  
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Demikian halnya mengenai perubahan status salah satu pihak, misalkan 

apabila salah satu pihak kehilangan kemampuannya untuk bertindak, dan juga 

apabila kualitas seseorang dalam beracara berhenti, meninggalnya para pihak 

yang berperkara menyebabkan terhentinya jalan pemeriksaan. Putusan 

Pengadilan dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap. Putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap maka tidak 

dapat dimintakan eksekusinya. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 115 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986.32  

 

 

 

 

                                                             
32 Ibid., hlm. 50 
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BAB 4 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka kedua 

permasalahan yang terdapat dalam penelitian dapat disimpulkan ; 

1. Penggugat merasa dirugikan oleh dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati 

Soppeng karena isinya dianggap bertentangan dengan Undang Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 terutama dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d dan tidak 

sejalan dengan Surat Menteri Dalam Negeri, Direktur Jendral Otonomi 

Daerah Nomor 356/3876/OTDA maka tindakan tergugat dinyatakan 

masuk ke dalam kategori bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 

Tahun 2014 maupun Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014. 

2. Penilaian hakim terhadap perkara yang melibatkan A.Muh.Iqbal R, S.T., 

M.Si melawan Bupati Soppeng bahwa Surat Keputusan Bupati Soppeng 

yang menjadi Obyek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan 

tidak bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

terutama Asas Kepastian Hukum sebagaimana yang telah termaktub di 

dalam  Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan Pertimbangan Majelis Hakim 

dalam memutus perkara Nomor 19/G/2017/PTUN.MKS. yang 

menyatakan menolak eksepsi Tergugat, Menolak gugatan penggugat 

untuk seluruhnya, dan Menghukum Penggugat membayar biaya perkara 

sebesar Rp. 201. 000 (Dua Ratus Satu Ribu Rupiah) 
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4.2. Saran 

  Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, 

dan wewenangnya masih membutuhkan banyak pembenahan terutama dalam 

hal putusan akhir. Berdasarkan pembenahan tersebut, maka dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut : 

1. Kepala Badan Kepegawaian dalam memutus Pemberhentian Tidak 

Hormat Pegawai Negeri Sipil harus memperhatikan dan menyelaraskan 

dengan maksud dari Surat Menteri Dalam Negeri agar tidak terdapat cacat 

cacat material di dalamnya 

2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 

19/G/2017/PTUN.MKS. yang memutuskan bahwa Objek sengketa berupa 

Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Soppeng tidak melanggar 

Peraturan Perundang undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

hendaknya dihormati oleh Penggugat.  
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